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ABSTRAK 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan obyek 

retribusi yang digolongkan ke retribusi jasa usaha. Kajian ditekankan pada 

pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pedagang di kawasan 

GOR H. Agus Salim Kota Padang. Pendekatan masalah yang digunakan adalah 

yuridis sosiologis dengan melihat norma hukum yang berlaku lalu 

menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan 

permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Pihak yang berwenang dalam 

mengelola retribusi terhadap pedagang di GOR H. Agus Salim adalah Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kota Padang berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai 

Nomor 166/Perj./BPAD-XII/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengelolaan retribusi terhadap beberapa pedagang di kawasan GOR H. Agus 

Salim memiliki kendala. Realisasi besaran tarif yang harus dibayar oleh beberapa 

pedagang untuk berjualan di kawasan GOR H. Agus Salim tersebut tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya.Metode penelitian yang 

digunakan ialah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan 

sumber data primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data ialah wawancara dan 

studi dokumen.Data yang diperoleh diolah dengan metode editing dan tabulating 

dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penulisan ini penulis menyarankan agar 

melakukan pengawasan terhadap aktifitas pungutan baik dari oknum petugas 

maupun oknum lainnya oleh pejabat yang berwenang maupun masyarakat, 

melaporkan jika mendapati adanya tindakan pungutan ilegal yang terjadi kepada 

pihak yang berwenang seperti Satpol PP yang merupakan bagian perangkat daerah 

yang berwenang dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat, dan meningkatkan rasa tanggungjawab kepada 

petugas pemungut retribusi saat melakukan pemungutan dengan menggunakan 

seragam dinas yang sudah disediakan. 

 


